WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPS]I
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan
dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertalktwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas. serta

menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan

beradab;
bahwa dalam rangka mencapai
nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud

nilai-nilai kejujuran,

maksud pembangunan

pada huruf a guna mewujudkan
kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, berani,
tanggung jawab, dan keadilan perlu dilakukan kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan

pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi

pada Satuan Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Provinsi Otonom lIrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Il;lddn;iz':ida Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat: 1,

Republik Indonesia Nomor 2507);
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Negara Repuhlilk Indonesia MNomor 3533
Ut“ﬂ'iitr]g-U]]dF!rlﬂ Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negnra Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi
=1, Lt IR
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
195 '
999 Nomor 75, ambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesig Nomor 3851 J:

L'nrlﬂng-l_lmf-ung Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindalk Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 1949 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-h‘n{mng Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atag lJndm:g-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidansa Korupsi (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 L50);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56794);
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H elah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor a3z Tahun 2013 tentang
Perubahan atag Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 F

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 37):

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 195);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1172);

13. Peraturan Menteri
Hﬂmbl‘ 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 782);

Pendidikan dan Kebudayaan




14, Peraturgn Daerah Kotg Jayapurg Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Peml:::ntuknn dan Susunan Peranglkat Daerah, :aﬂmgairmma:
telah diubap dengan Feraturan Daerah Kota Jayapurg Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Atag Peraturan Daerah Kota
Jayapurg Nomor 5 Tahun 2016 tentang F*-r.-mh-enr.ukan dan

Susungn Peranglny Daerah,
MEMUTUSKAN 1

Menetapkan . PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENG‘GMN
PENDID!K.H.N ANTI KORUPS] PADA SATUAN PENDIDIKAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Jayapura,

Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

ang memimpin pelaksanaan

2
pemerintahan daerah ¥ urusan pemerintahan

Yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Walikota adalah WaliKota Jayapura.
kan dan Kebudayaan yang selanjutn
Kota J ayapura,

Dinas Pendidi ya disebut Dinas adalah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Jayapura.

Pendidikan adalah
Suasana belajar dan proses pembelajaran agar
dirinya untuk memiliki

terencana untuk mewujudkan
peserta didik secara aktif
kekuatan spiritual

usaha sadar dan

mengembangkan potensi .
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.




7. Baty idi

an Pendidikan adalah kelompal, laya i
el ; . s Ayanan Pendidikan Yang

k ERarakan Pendidikan Pada jalyr formal dan nonformal meliputi
Taman Kanak kanal B

H r.Th‘-'lI\. & 5 3
¢ : : Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan
Usat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM)

8. Muatan lokal adalah bahan kajian aray mata  pelajaran Pada satuan
pendidikan ¥Yang berigi muatan dan proges pembelajaran tentang potensi
dan keunikan lokal.

90, Penyelenggary Pendidikan  adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan
Pendidikan, enaga pendidil dan kependidikan dan fatau masyarakat yang

mengabdikan dir dan diangkat untyk menunjang Penyelenpgaraan
pendidikan,

10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat Pengembangan Peserta Didik, tujuan Yang akan dicapai

dan kemampuan Yang akan dikembangkan.

11. Kurikulum adalagh seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan Pelajaran serta carg yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan Pembelajaran untul mencapal tujuan pendidikan tertenty
g berkualifikasi sebagai guru, dosen,

12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yan
instruktur, fasilitator. dan

konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor.

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi

sebutan lain
dalam menyelenggarakan pendidikan.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu
a jalur pendidikan formal yang

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pad
ahun

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) t

sampai dengan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu

14,
pendidikan formal yang menyelenggarakan

bentuk satuan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

= e 0 i SD,
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari

15.

MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajas

vang diakui sama atau setara SD.




6. Magir. e :
/ Asah Ibtidayap, Yyang selanjutnyg g Singkat e adalah Seyqrgr

17, e 5 :
Madragap Ibtidayah Yang selanjutnyg 4 Singkat ny adalah  Sekglan Dasar
Islam

18, Pesertg Didlilk adalah ang) Usia tertepy Yang sedang mengikyt Pendidikan

la satuyan Pendidikg TK, sSD, SMP, dan PKBM Sesuai dengan BYarat.

Syarat yang ditentukan

Proses interales; Peserta Didil dengan Pendidik dan
sumber belajar Pada sugty lingkung belajar,

20.  Nilai-nilgj karakter adalah sikap  dan
dan nijla; Yang berlaku d; masyvarakst

perilaky Yang didasarlgn
L, yang mencakup

Pada normg
aspek Spiritual, aspel peranna[fkepribadian. aspek sosial, dan aspek
lingkungan.

21.  Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang

Yyang sebagian atay seluruh kegiatan

r_ii'laksanakun di Daergh Kota
Penanaman Pendidikan karakter,

pemheIajarannya bersumber dar;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaran Pendidikan Antj Korupsi pada Satuan

Pendidikan adalah untul membentuk peserta didik yang beriman, jujur,
kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil

peduli, mandiri, disiplin,
» berwawasan luas, dan

Sérta mampu beradaptasi dengan Hngkungannya

berbudi pekerti luhur.

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:

(2)
keimanan dan ketakwaan

mewujudkan peningkatan kepada Tuhan

Yang Maha Esa:

b.  sebagai pedoman bagi
cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan y

a.
Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang
ang prima;

proses

pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;




d. melatih icli
: JESErtn i
r pes didik unty), Membiagakan Pola hidup Lertb, mandip
el I Fi =
P li dan Peka terhadap I:ru:lmng.-—m sekitarnya dengan
i'llt:l'l_gil]:rilkm;lkeln nilai-nilaj kejujuran yang diperkenalican melaluj

Proses Pembelajaray o sekolah:-

<, menjadikan Satuan pendidikan scbagai sarang Pembentulan sikap dan
perilaky POsitif dar Peserta didilk Yang tidak lerpisahkan dengan
fumah dan ling, NEgan tempat tinggalnya:

L menjalin hubungan Yang harmonis dan BINergis antarg Buru dan
Orangtua peserts didik dalam mewlujudkan cita-city pendidikan
dalam gryi Yang seluas-luasnya:

8 menjalin hubungan yang harmonis dap sinergis antara Dinas dengan
Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik

bagi masyarakat Kotg Jayapura_

BAB I1
RUANG LINGEUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
4.  penyelenggaraan Pendidikan anti kory psi;
b. Penghargaan:
¢.  pembinaan dan Pengawasan;
d. pembiayaan:
e. sanksi,
BAB II1
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

] 1 : S8

mengenal nilai dan perilaku anti korupsi.




Paga] 5

(1) inh'g:r
( *Brasi Tyele
; Penyel Nggarann Pendidikan Arit |
Pelajargn dan kegiatan : / Korupsi pada semua maka
Paga] ~-=1A1an pada Satyan Pendidikan sebagaimana dirmakesyn dalam
2al 4 scbagaij berikyy. -

| No. | Nilai dan Perilaky
: Ciri-cir
Any Korupsi it

I. e = = : !
Mengenal perilaku korupsi | a mengenal ciri-ciri perilaky korupsi yang |

Fivr e ;
|I . ¥ang harus dihindari. perlu dihindari:
| b. terbiasa melakukan tugas secara tepat
[ [
| _ waktu;
| t. menunjukkan contoh kasus perilaku

|
korupsi Yang diketahui di rumah. d

' satuan pendidikan, dan di masyarakat:
I d. menunjukkan contoch kasus perilaku |
| | yang tidak mengandung  unsur korupsi |
| yang pernah

-I dilakukan siswa:
rnEngvmukak:-m sesuatu sesuai

| 2. | Berlaku jujur, disiplin, | a. berani |
dengan keadaan yang sebenarnya;

' | bertanggung jawab, dan
lakukan sesuatu secara tepat

kehidupan | b. terbiasa me
walktu;
| c. berani menjalankan tugas yang diberikan |

' | adil dalam

|' | sehari- hari. |
|

I .
[ | dengan sungguh-sungguh: dan

|
|d. terbiasa melaksanakan sesuatu sesuai |
berlaku tanpa |

|
I ketentuan yang

I
I 1
| membedakan antara satu dengan |

| | .
'I |I | lainnya. |
I = IS e
[ 3. _|' Hanya menerim pemberian
l pemberian sesuai dengan | yang tidak sesuai dengan haknya;
| , .

b. tidak mau mengambil sesuatu yang |

bukan haknya.

na sesuatu | a. menolak sesuatu

I' | yang menjadi haknya.
[ I




[H, Memberikan Sesuatn ke
| ain | Besua) dengan hakrnya:

;J;:iia orang lain

| | b. tidak Peérmah memberikan kepada orang
|

| | lain Sesuatu  yang bukan menjadi
|______I I gy haknyﬂ.

rﬁcngidcntiﬁﬁaél sebab-sebal |
perilaky ! yang
I| korupsi dalam kehidupan

I berma Syarakat dan
I

mendorong timbulnya perilaky korupsi

| dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. bernegara-

b. mampy mengidentifikasi akibat }'ang;
ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam

| kehidupan berma syarakat dan .
|I bernegara:

| € mampuy mengemukakan alasan

| perlunya

| menghindari perilaky korupsi dalam |
I kehidupan bermasyarakat dan

| bernegara.

|6. [Memilii ~ kebanggaan™ [a. bangga terhadap perilai Anti korupsi; |

lll II berperilaku anti korupsi. |' b.anti terhadap perilaku korupsi,

r_?._l Membudayakan _priEkudis_a. membudayakan perilaku Anti Korupsi di
/ ,' anti korupsi dilingkungan || Lingkungan keluarga dan masyarakat: |
' I|I keluarga dan masyarakat | b. menunjukkan komitmen untuk menolak

/ || | perilaku korupsi;

L |I | c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
| :

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata
pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Kepala Seknlal? SD/MI,
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP/MTs, Kelompok Kerja Guru
TK/Paud, SD/Mi dan SMP/MTs.




e Bagian Hedug
Pan Pundlt!il‘l:an Anti Korupsij
Paragrar 1 Umum
Pasal g

Penerapan Pendidikan g5, i
Nt korupsi sebapaimang dimalsyd dalam Pasga) 5

di]akaanakan oleh:
A Satuan Pendidikan:
b, Tenags Pendidik dan Kependidikan:

C. Peserig Didilk.

Paragraf 2

Batuan Pendidikan
Pasgal 7

Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan

cara sebagai berikyt:

4. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan

cara :
- membacakan

Upacara baik upacara setiap hari Se
hari besar nasional
oleh semua peserta upacara;

naskah “Komitmen Ant Korupsi® pada setiap kegiatan
nin, upacara setiap tanggal 17,

maupun upacara pada hari- yang dilakukan oleh

salah satu siswa untuk kemudian ditirukan
penandatanganan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi:

Kelas dilakukan melalyj pengumpulan dana secars
tujuan peserta didik dapat

transparan, dan penuh

b. pengadaan Kas Sosial
sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan

mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur,

tanggung jawab;

pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat

penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan

pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang

ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:

I. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat
bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;

2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas
diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
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Paragraf 3
Tenaga Pendidi
Pasal g

PEnErapan f‘endidiicnn ant korupg; bagi Tenaga Pendidil; dilaksanakan dengan

Carg sebagai berikyt:

&  dibuat dalam Modul kegiatan Pembelajaran ant; korups; Sebagai bahan ajar
ataupun Pelengkap Rencana P{‘]H.kﬁan:—lan Pembelajaran (RPP);

b.  membing dan mengasyp Peserta Didik agar berkarakier berdasarkan Nijaj
dan Perilaky, Anti Korupsi-

€ memfasilitas; Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku  Anti Kopy psi pada
awal kegiatan Pembelajaran dapn kemudian mengingatkan / meéemotivasi
Peserta Didil untuk bertindak Sesuai dengan salah satu atau seluruh Nila;

dan perilaku An ti Korupsi selama kegiatan pembelajaran bur]angsung;

d.  pada akhijr kegiatan Pembelajaran T, enaga Pendidik:

l.  merefleksikan nilai dan perilaky anti korupsi Yang telah atan tigak

terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
menyimpulkan sebaiknya cukup di akhir
askan hal-hal/karakter bailk
selama kegiatan

2. mengunci dan/atau
kegiatan pembelajaran dengan cara menjel
apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik

pembelajaran berlan Esung.

Paragraf 4 Peserta Didik
Pasal 9

sebagaimana

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
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BAB vy
PEHBINAAH DAN PEHGA.WASAH
Pasal 11

Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan ang Korupsi dilakuykan

oleh
Walikotg melalui Kepala Dinas.

Pembinaan sebagaimang dimalkayd Pada ayat (1) dilakukan dengan cgpg-

a. menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Ant Korupsi;

b. men Boordinasikan pelaksangan pendidikan anti korupsi

dengan orang tua/wali Peserty Didik melaluj Komite Sekalah dan
Dewan Pendidikan

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Ang Korupsi dilaksanakan gleh
Kepala Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimang dimaksud Pada ayat (2) dan
ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota,

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura dan sumber lain yang
sah serta tidak mengikat.




BAB vy
SANKsy
Kepala Satuan p Pasal 13
ﬂ“d'ldl]{ar b
dikenakan 53 ' Yang tigay Mmelaksanakan Peraty; Wal
"raturan alikota inig

nksj ;
2€3u4a;4 k[_l[e:n[“an Parg
uran I’:‘]'umlzmg Undangan,

BAB vInn
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Integras;
asl Penyele
\ 1 S -
EEaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran

(IH!‘] ]-ﬂ? lats HEgAal d ArS
E‘lﬂfdn 1l
I'.IjL' ke Pﬁda batuan I"ﬂﬂfl]dlkﬁﬂ seb; i ana dimal d akn Pazal
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W -EIJ'I!"ZGTH l:uﬂiundangkan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setlap orang mengetahuinya, memerintahlean pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 5 November 2020
WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

Dr. FRANS PEKEY, M. si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP, 19670616 199403 1 015

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2020 NOMOR 296

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
: H KOTA JAYAPURA




